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299 Aset Kripto
Di Bawah Pengawasan Bappebti

Ini 299 Aset Kripto Yang Masuk Regulasi Bappebi

MARKETCAP-Perdagangn aset digital dari tahun ketahun terus
berkembang. Saat ini, pasar dunia sedang demam mata uang
kripto. Meskipun munculnya mata uang kripto ini banyak menuai
pro dan kontra.

Tak mau ketinggalan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) menyatakan bahwa Indoensia akan memiliki
bursa mata uang kripto ini. Dalam Bursa tersebut, akan terdapat
perdagangan sejumlah jenis mata uang kripto di dalam bursa
tersebut. Bukan hanya Bitcoin, namun juga termasuk Ethereum,
Dogecoein, dan Binance Coin.

Menurut Ketua Bappebti Sidharta Utama, bursa tersebut akan
fokus pada perlindungan pelaku usaha agar hubungan antar
semua pihak bisa berjalan dengan baik antara pedagang, investor
maupun lembaga lain. Demikian disampaikan Sidharta
sebagaimmana dikutip dari laman CNBC Indonesia.

Dia mengakui jika perkembangan penggunaan aset kripto di
dunia makin pesat. Bukan hanya pembayaran, Bitcoin Cs juga
sudah bisa digunakan termasuk untuk kegiatan lain termasuk
investasi.

Rencana bursa mata uang kripto sudah disetujui ole Wakil
Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Wakil Menteri
Keuangan Suahasil Nazara. Keduanya juga dikatakan sudah
bertemu dan membahas pendirian pasar kripto itu.

Wamendag Jerry menyatakan pentingnya dibentuk piranti
regulasi dan lembaga yang menaungi kripto mengingat
perkembangannya yang makin cepat.

Menurut undang-undag, pasar komoditas dan turunanya berada
dalam wewenang Bappebti dibawah Kementerian Perdagangan.
Dalam perkembangan, nanti akan bersentuhan dengan sektor
lainnya.

“Khususnya dalam industri keuangan baru yang berbasis digital
dan beberapa pengembangan produk derivatif lainnya makin
banyak bersentuhan dengan lembaga dan kementerian terkait.
Ini yang ingin kami sinergikan agar omnibus law jasa keuangan
nanti bisa menjawab tantangan regulasi sekaligus menjadi wadah
bagi perkembangan industri ini,” jelasnya dikutip dari pernyataan
resminya.
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